DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT KOMISI Xl DPR RI
(BIDANG: ESDM, LINGKUNGAN HIDUP, DAN INVESTASI)

Tahun Sidang : 2025 - 2026

Masa Persidangan  : Il

Rapat . Ke — 28 (Dua puluh delapan)

Jenis Rapat . Rapat Dengar Pendapat (RDP)

Dengan . Kepala SKK Migas

Sifat Rapat . Terbuka

Hari, tanggal . Rabu, 11 Februari 2026

Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d 13.40 WIB

Tempat .  Ruang Rapat Komisi XIl DPR RI Gd. Nusantara | Lantai 1
Acara : 1. Realisasi produksi migas Tahun 2025

2. Program strategis Tahun 2026
3. Implementasi Permen ESDM No 14 Tahun 2025 tentang
Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja Untuk

Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi

4. Lain-lain
Ketua Rapat . Dr. Bambang Patijaya, S.E., M.M

(Ketua Komisi Xl DPR RI/ Fraksi Partai Golkar)
Sekretaris Rapat :  Dwiyanti, S.Sos.

(Kabag Set.Komisi XII DPR RI)
Hadir . A. Pemerintah

- Kepala SKK Migas
B. 26 Orang Anggota dari 45 Orang Anggota Komisi XI|
DPR R, terdiri dari:
26 Orang Anggota Komisi XIl DPR RI hadir fisik
19 Orang Anggota Komisi XII DPR Rl izin



PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Komisi XII DPR RI pada hari Rabu, 11 Februari 2026
dibuka pukul 11.30 WIB, dipimpin oleh Dr. Bambang Patijaya, S.E., M.M
selaku Ketua Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, dan rapat

dinyatakan terbuka untuk umum.

2. Ketua Rapat menyatakan Rapat Dengar Pendapat Komisi Xl DPR Rl dengan
agenda pembahasan:
a. Realisasi produksi migas Tahun 2025
b. Program strategis Tahun 2026
c. Implementasi Permen ESDM No 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama
Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja Untuk Peningkatan Produksi Minyak
dan Gas Bumi

d. Lain-lain

Il.  KESIMPULAN RAPAT
1. Komisi XIl DPR RI mengapresiasi SKK Migas atas capaian lifting minyak bumi
Tahun 2025 sebesar 605,3 ribu BOPD atau 100,05% dari target APBN 2025.

2. Komisi XII DPR RI mendorong SKK Migas untuk melaksanakan berbagai
agenda strategis termasuk kegiatan peningkatan eksplorasi dan
meningkatkan peran SKK Migas dalam penyelesaian perizinan lintas
Kementerian/Lembaga yang diperlukan dalam pelaksanaan eksplorasi dan

eksploitasi untuk mencapai target lifting migas di Tahun 2026.

3. Komisi XII DPR RI mendesak SKK Migas untuk meningkatkan koordinasi
lintas Kementerian/Lembaga dan penegak hukum dalam upaya implementasi
Peraturan Menteri ESDM Rl Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama
Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja Untuk Peningkatan Produksi Minyak dan

Gas Bumi agar dapat berjalan secara optimal.

4. Komisi XIl DPR RI meminta Kepala SKK Migas untuk menyampaikan jawaban
tertulis atas pertanyaan Anggota Komisi XII DPR RI, termasuk data PNBP
sektor hulu migas periode Tahun 2020-2025 dan disampaikan paling lambat
tanggal 18 Februari 2026.



. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 13.40 WIB.

KEPALA SKK MIGAS

T.T.D

DJOKO SISWANTO

Jakarta, 11 Februari 2026
KETUA RAPAT,

T.T.D

Dr. BAMBANG PATIJAYA, S.E.. M.M

A-289



